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ABSTRACT

This study discusses the implementation of swallow nest business licensing in
Tanjung Kapal Village, Rupat District, Bengkalis Regency in the perspective of
Bengkalis Regency Regulation Number 7 of 2006 concerning Swallow's Nest
Management and Concession. Article 8 paragraph 1 states that every person or entity
that will or has carried out a business in managing and operating a swallow's nest or
expanding its business must obtain a permit from the Regional Head in accordance with
the established procedure. The researcher took it t Rupat, Tanjung Kapal, because
there are so many swallow nest businesses that do not make permits and even build
their buildings at a distance that is not in accordance with Regional Regulations and
the number of swallow nest business buildings increases every year. However, after
being ratified, the Regional Regulation has not been implemented properly.
Sociological legal research uses primary data and secondary data, while the population
and sample are parties related to the problem studied by the authors carefully
supervised by the Bengkalis Regency Environmental Service, Horticultural Food Crops
and Livestock Service Office of Bengkalis Regency, and Regional Revenue Technical
Implementation Unit (UPT).

From the results of this study, the authors conclude that the role of the Regional
Government and related agencies above in carrying out supervision is carried out by
the Horticultural Food Crops and Livestock Service Office of Bengkalis Regency and
the Bengkalis Regency Environmental Service.

Barriers to the implementation of management and exploitation of swallow's nests
related to permits are due to the lack of supervision and socialization of the
introduction of the Bengkalis Regency Regional Regulation No. 7 of 2006 Regarding the
management and exploitation of swallow's nests, no entrepreneur has come to apply for
a swallow's nest permit and supervision does not work. because there are no complaints
from the community in Tanjung Kapal Village, Rupat District, Bengkalis Regency
against swallow nest entrepreneurs.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan dalam pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet
adalah salah satu legalitas yang harus
ditetapkan oleh para pengusahaan
penangkaran sarang burung walet
karena masalah perizinan penangkaran
sarang burung walet sudah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 07 Tahun 2006. * Dalam pasal 8
ayat 1 menyebutkan yaitu: setiap orang
atau badan yang akan atau telah
melakukan usaha pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet atau
memperluas usahanya harus mendapat
izin Kepala Daerah sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dan Pasal 8
ayat (7) dikatakan setiap pemegang lzin
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet wajib memasang papan
plang yang bertuliskan “ Usaha.....
Pengelolaan Sarang Burung Walet ; Izin
Bupati Bengkalis. ..... Nomor....
Tanggal..... Tahun”. Pasal 1 ayat 8
menyebutkan bahwa: izin pengelolaan
dan pengusahaan sarang burung walet
adalah izin yang diberikan oleh Kepala
Daerah untuk kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan Burung Walet baik di
habitat alami (In-Situ) maupun di
habitat buatan (Ex-situ).

Terkait dengan Pengajuan
Permohonan izin usaha pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet dalam
Pasal 10 Ayat 2 menyatakan: untuk
mendapatkan izin sebagaimana dimaksud

! Rizki Kurniawan, Implementasi Perda

Kabupaten Bengkalis No.07 Tahun 2006 ( Izin
Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis).

Jurnal IImu Administrasi Negara, Program Studi
IImu Adiministrasi Negara Fisip Universitas Riau,
Vol 4, No 1, Februari 2017. HIm 5.

pada ayat 1 pasal ini, pengusaha yang
bersangkutan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan
Kabupaten Bengkalis Dengan
dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang
pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet di Kabupaten Bengkalis
yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.?

Tujuan perizinan pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung  walet
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis adalah untuk
melakukan penertiban terhadap
pengusaha sarang burung walet, agar
dapat tercipta tertib dalam administrasi
dan ketaatan oleh pemilik usaha terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 7 Tahun 2006 Tentang
pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet Kabupaten Bengkalis yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
tentang usaha sarang burung walet
ternyata dalam kelurahan Tanjung Kapal
yang terdiri dari 16 Rukun Tetangga (RT)
dan 8 Rukun Warga (RW) mempunyai 15
bangunan sarang burung walet yang tidak
memiliki izin usaha dan pengusahaan
sarang burung walet semuanya itu tidak
memiliki izin usaha dan pengusahaan
sarang burung walet.?

Dampak dari usaha sarang burung
walet apabila ada disekitar pemukiman
masyarakat akan menimbulkan ambang
kebisingan disekitar masyarakat dan
mengakibatkan pencemaran udara. Pada
aturan nyata tentang penangkaran sarang
burung walet tersebut harus lokasi khusus

? Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor
7 Tahun 2006 Kabupaten Bengkalis Tentang
Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

® Wawancara Dengan Bapak SR  Unit
Pelaksanaan Pendapatan Daerah (Upt) Kecamatan
Rupat, Hari Senin, Tanggal 4 September 2021, Pukul
10.00 Wib, Bertempatan Di Kantor Unit Pelaksanaan
Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat.
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adalah Daerah-daerah atau tempat-tempat
yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menghindari masyarakat banyak sejauh
mungkin dari dampak negatif akibat
pencemaran, populasi dan hama penyakit
serta  kebisingan setidaknya sejauh
mungkin (100 meter) dari pemukiman
warga.

Terbukti bahwasanya  ada
penangkaran sarang burung walet pada
Kelurahan  Tanjung Kapal dengan
ketinggian 2 lantai tidak membuat izin.

Berdasarkan latar belakang, peneliti
merumuskan  masalah  yakni  yang
berjudul“Implementasi Perizinan
Usaha Sarang Burung Walet di
Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan
Rupat Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang
masalah  tersebut, maka  Peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi
perizinan usaha sarang burung walet di
Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan
Rupat, Kabupaten Bengkalis?

2. Apa saja faktor hambatan perizinan
usaha sarang burung walet di
Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan
Rupat, Kabupaten Bengkalis?

3. Apa saja upaya untuk mengatasi
hambatan dalam perizinan usaha
sarang burung walet di Kelurahan
Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat,
Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneltian

a. Untuk mengetahui sejauh mana
implementasi  pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet
di Kelurahan Tanjung Kapal,

Kecamatan Rupat, Kabupaten
Bengkalis.

b. Untuk mengetahui apa saja
hambatan dari pembuatan izin
pengelolaan dan  pengusahaan
sarang burung walet dan kendala
yang dirasakan sehingga kesulitan

membuat izin.
c. Untuk mengetahui upaya untuk
mengatasi hambatan dalam

perizinan sarang burung walet di
Kelurahan Tanjung Kapal,
Kecamatan Rupat, Kabupaten
Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti, sebagai syarat dalam
menempuh ujian  akhir  untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S1) di Fakultas Hukum
Universitas Riau.

b. Bagi akademik, penelitian ini
diharapkan menjadi sumbangan
pemikiran  terhadap almamater
dalam menambah khasanah
Fakultas Hukum Universitas Riau.

c. Bagi instansi yaitu diharapkan
dapat memberikan kesadaran bagi
masyarakat tentang pentingnya
melaksanakan  pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet
terkait perizinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

E.Ucreht  mengartikan izin
(Vergunning) sebagai berikut: bila
pembuat peraturan umumnya tidak
melarang suatu perbuatan, tetapi masih
juga memperkenankannya asal saja
diadakan secara yang ditentukan untuk
masing-masing hal konkret, keputusan
administrasi Negara yang
memperkenalkannya perbuatan
tersebut bersifat suatu izin.* Sistem

4 Vera Rimbawani Sushanty, Hukum Perizinan,

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, (Ubhara
Press, Surabaya, 2020) HIm 7.
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perizinan membentuk suatu tatanan
agar pada setiap kegiatan yang
dilakukan dapat diatur sesuai dengan
Undang-undang dimana setiap
tindakan tidak dianggap tercela,
namun dapat dilakukan pengawasan.
Pada umumnya sistem izin terdiri dari:
1) Larangan
2) Kewajiban
3) Persetujuan yang merupakan dasar
kecualian (izin)
4) Ketentuan-ketentuanyang
berhubungan dengan izin
izin merupakan perbuatan
pemerintah bersegi satu berdasarkan
peraturan perundang-undangan
untuk diterapkan pada peristiwa
konkret menurut prosedur dan
persyaratan tertentu.  lIzin disini
dimaksudkan untuk menciptakan
kegiatan positif terhadap aktivitas
pembangunan,  kemudian  izin
sebagai suatu instrumen
pemerintahan yang bersifat yuridis
preventif yang digunakan sebagai
sarana hukum administrasi untuk
mengendalikan perilaku masyarakat.
Suatu izin yang dikeluarkan
pemerintah dimaksud untuk
memberikan keadaan yang tertib
dan aman yang menjadi tujuannya
akan sesuai dengan menjadi
peruntukannya  pula.’Berdasarkan
pemaparan para pakar di atas,
khusus mengenai izin
2. Teori Pengawasan
Pengawasan merupakan bidang
upaya preventif untuk memaksakan
kepatuhan  misalnya:  Penyuluhan,
pemantauan, penggunaan kewenangan
yang sifatnya pengawasan. Secara
sederhana,  pengawasan  menurut
Thomas P. DiNapoli adalah aktivitas

5

Sinamo Nomensen, Hukum Administrasi

Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, HIm. 87-

88.

atau prosedur yang dirancang untuk
memberikan jaminan yang ditetapkan.
Pengawasan menurut Sujanto segala
usaha atau kegiatan untuk mengetahui
dan  menilai  kenyataan  yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan
tugas atau kegiatan apakah telah sesuai
dengan  semestinya atau tidak.
Pengawasan adalah langkah preventif
untuk memaksakan kepatuhan,
sedangkan penerapan sanksi
merupakan langkah represif untuk
memaksakan kepatuhan warga Negara
terhadap norma hukum.®

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut soerjono soekanto
bahwa penegakan bahwa penegakan
hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
di  dalam  kaidah-kaidah  atau
pandangan-pandangan nilai dan sikap
untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Secara umum, sebagaimana
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,
ada lima faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum vyaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri;

b. Faktor penegakan hukum, yaitu
pihak-pihak yang membentuk
maupun yang menerapkan hukum;

c. Faktor sarana dan prasarana atau

fasilitas yang mendukung
penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni

lingkungan ~ dimana  hukum
tersebut di terapkan;

Faktor ~ Kebudayaan, yakni
sehingga hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup. Dalam
berfungsinya hukum, mentalitas atau
kepribadian petugas penegak hukum

® Hr. Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah ,
Uii Press, Yogyakarta, 2009, HIm 297
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memainkan peran penting. Kalau
peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik ada masalah.
Penegak hukum merupakan usaha
mewujudkan ide-ide dan konsep
hukum yang diharapkan masyarakat
menjadi kenyataan, penegakan hukum
secara konkret adalah berlakunya
hukum positif ~ dalam prakit
sebagaimana seharusnya patut
dipatuhi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah
pengertian, maka Peneliti memberikan
batasan-batasan definisi dalam
penelitian antara lain:

1. Perizinan menurut kamus besar bahasa
Indonesia (KKBI) adalah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki
oleh pemerintahan

. Sarang burung Walet adalah satwa liar
yang termasuk marga collocalia yaitu:
(collocalia fuciaphage, collocalia
maxima, collocalia esculenta, dan
collocalia linchi).

Izin pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet adalah izin yang
diberikan oleh Kepala Daerah untuk
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan
burung walet baik dihabitat alami (In-
Situ) maupun dihabitat buatan (Ex-
Situ).

Usaha pengelolaan dan pengusahaan
burung walet adalah meliputi kegiatan
explorasi/ expoilitas, pengambilan,
pengelolaan, pemurnian,
pengangkutan, dan penjualan.

Dinas  Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk
kedalam  penyesuaian  Peraturan
Pemerintah ~ Republik  Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha di
Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang

digunakan penulis adalah jenis
penelitian hukum sosiologis atau
empiris, pada penelitian sosiologis
ini yang diteliti pada awalnya adalah
data sekunder yang kemudian
dilanjutkan ~ dengan  penelitian
terhadap data primer di lapangan,
atau sesuai dengan kenyataan yang
hidup dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan

di Kelurahan Tanjung Kapal,
Kecamatan  Rupat, Kabupaten
Bengkalis.

3. Populasi dan Sampel
a. Dalam penelitian ini Penulis
menetapkan populasi  penelitian
yang berkaitan dengan obyek
penelitian Penulis di Kelurahan
Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat,
Kabupaten Bengkalis yaitu:

a. Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Tertentu
Kabupaten Bengkalis

b. Kepala Bidang Tata
Lingkungan Kabupaten
Bengkalis

c. Kepala Dinas Tanaman
Pangan  Hortikultura  dan
Perternakan Kabupaten
Bengkalis

d. Kepala Unit Pelaksanaan
Teknis Pendapatan Daerah
Kecamatan Rupat.

e. Pemilik usaha burung walet
di Kelurahan Tanjung Kapal.

b. Untuk mempermudah penulis
dalam melakukan penelitian

7 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian

Hukum, Universitas Indonesia, (Ui-Press), Jakarta:
1942, HIm 52
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maka  penulis  menentukan
sampel.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data tersebut diperoleh
melalui wawancara dan kuisioner
sesuai dengan masalah yang ingin
diteliti. Bahan hukum primer yaitu
bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari  perundang-
undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.?
b. Data Sekunder
1) Bahan Hukum Primer
Dalam  penelitian ini
peneliti  menggunakan bahan
hukum primer yaitu:

1. Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara
3419) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara
3419)

2. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaran Perizinan
Berusaha di Daerah

8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Kencana Pranada Media, Jakarta: 2005, him. 141

. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaran Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

. Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 71 Tahun 1999
Tentang Pedoman
Pengelolaan Dan
Pengusahaan Sarang Burung
Walet
. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor

104/KPTS/ HK.
140/M/2/2020 Tentang
Komoditas Binaan

Kementrian Pertanian

. Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan
dan Pengusahaan  Sarang
Burung Walet

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder
merupakan  bahan  hukum
sekunder vyaitu bahan yang
memberikan penjelasan bahan
hukum primer, vyaitu yang
dapat berupa rancangan
Undang-undang, hasil-hasil
penelitian, dan hasil kaya
ilmiah dari kalangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan  hukum yang
memberikan  petunjuk  atau
penjelasan  terhadap bahan
hukum primer dan sekunder,
yang dapat diperoleh dari
ensiklopedia, Kamus Besar
gla_%ahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

° Soerjono Soekanto, Op.Cit,HIm 12.
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Dalam melaksanakan penelitian,
penulis menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Wawancara
b. Kuisioner
c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan
dalam penelitian yang sangat penting
dalam metode ilmiah, karena dengan
analisalah data tersebut dapat diberi
arti dan makna yang berguna dalam
memecahkan  masalah  penelitian.
Menganalisis data merupakan tindakan
penelitian  untuk  mempertemukan
kesenjangan antara teori (das sollen)
dan praktik (das sein). Membangun
suatu analisis juga berkaitan dengan
pengujian terhadap teori yang berlaku
selama ini. *°

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang
Perizinan
W.F Prins mendefenisikan
izin yaitu biasannya yang menjadi
persoalan bukan perbuatan yang
berbahaya bagi umum yang pada
dasarnya harus dilaraang, melainkan
bermacam-macam usaha yang pada
hakekatnya tidak berbahaya, tapi
berhubung dengan satu dan lain
sebab dianggap baik untuk diawasi

oleh  administrasi Negara."*
Perizinan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi

sertifikasi, penentuan kuota dan izin

1 guharsimi, Arikunto, Suatu Pendekatan

Praktek, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi, 1998,
Jakarta: Rineka C Ipta. HIm 202.

1 W.F Prins Dan R, Kosim Adisapoetra,
Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara,
Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, HIm 73-74.

untuk melakukan sesuatu usaha
yang biasanya harus dimiliki atau
diperoleh suatu organisasi
perusahaan atau seseorang sebelum
bersangkutan  dapat = melakukan
suatu  kegiatan atau tindakan.
Penolakan izin terjadi bila kreteria-
kreteria yang telah ditetapkan oleh
penguasa tidak terpenuhi. Misalnya,
larangan mendirikan suatu
bangunan, kecuali ada izin tertulis
dari pejabat berwewenang.*?
2. Tinjauan UmumTentang
Pengelolaan dan Pengusahaan
Pengelolaam dan
pengusahaan Pemerintahan
Kabupaten Bengkalis telah
menetapkan kebijakan yang
dituangkan dalam dalam Peraturan
Daerah  Kabupaten  Bengkalis
Nomor 7 Tahun 2006 tentang
pengelolaan  dan  pengusahaan
sarang burung walet. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk
menerbitkan  pengelolaan sarang
burung walet yang dapat
memberikan keseimbangan
lingkungan dan juga mewujudkan
kondisi sosial yang baik serta dapat
meningkatkan ekonomi
masyarakat.’®*  Kebijakan  yang
dituangkan dalaam Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 7 Tahun 2006, juga
memiliki asas dan tujuan
sebagaimana yang diatur dalam

pasal 2 yaitu:
1. Pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet

dilaksanakan berdasarkan azas

2 1bid

B Ja’afar Arief Dan Isril, Implementaasi
Peraturan Daerah Pengelolaan Dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet, Jurnal Demokrasi Dan
Otonomi Daerah, Fisip Universitas Riau, Vol 11, No.
1, Juni, 2003, HIm 44.
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rasionalitas, dimaksud agar
setiap pengolaan dan
pengusahaan sarang burung
walet  harus  berdasarkan
pertimbangan yang matang
baik secara ekonomis, sosial

dan budaya.
2. Pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet

dilaksanakan berdasarkan azas
optimalitas dengan maksud
agar setiap pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung
walet dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan membuka lapangan kerja
bagi masyarakat.

3. Pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet harus
memperhatikan keseimbangan
antara  masyarakat dengan

lingkungan.
4. Pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet

dilaksanakan berdasarkan asas
keadilan, dengan  maksud
setiap anggota = masyrakat
(WNI) mendapat kesempatan
yang sama mengelola dan
mengusahakan sarang burung

walet.
5. Pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet

dilaksanakan berdasarkan azas
manfaat  dengan  maksud
memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat dan
terhindar dari dampak
negatifnya.

Dalam  Peraturan  Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 7
Tahun 2006 tentang pengelolaan
dan pengusahaan yang di jelaskan
dalam pasal 3 menyebutkan:
pengelolaan  dan  pengusahaan
sarang burung walet bertujuan untuk

menjaga dan melindungi burung
walet di habitat alami dan atau di
habitat  buatan  dari  bahaya
kepunahan, serta untuk
meningkatkan  produksi  sarang
burung  walet dalam  upaya
pemanfaatan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat. Ayat (2)
pengelolaan  dan  pengusahaan
sarang burung walet dapat dilakukan
dihabitat alami (In-Situ) dan habitat
buatan (Ex-Situ).

BAB Il
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi  Perizinan  Usaha
Sarang Burung Walet di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis

A.l. Perizinan

Di dalam bab ini merupakan
bab yang akan membahas data,
penulis akan menyajikan suatu data-
data yang diperoleh dari hasil
penelitian pada Kelurahan Tanjung
Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis. Menganalisa mengenai
implementasi perizinan usaha sarang
burung walet di kelurahan tanjung
kapal, kecamatan rupat, kabupaten
bengkalis. Pemerintahan Kabupaten
Bengkalis telah menetapkan
kebijakan yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006
tentang pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet.
Berdasarkan ~ Peraturan  Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 7
Tahun 2006 Ayat (4) menyatakan
pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet di habitat (EXx-Situ)
ditempatkan dilokasi khusus dan ayat
(7) setiap pemegang izin pengelolaan
dan pengusahaan sarang burung
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Izin

walet wajib memasang papan plang
yang bertuliskan®’ Usaha
Pengelolaan Burung Walet ; izin
Bupati Bengkalis Nomor..........
Tanggal...... Tahun. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menerbitkan
pengelolaan sarang burung walet
yang dapat memberikan pengelolaan
sarang burung walet yang dapat
diberikan keseimbangan lingkungan
dan mewujudkan kondisi sosial yang
baik serta dapat meningkatkan
ekonomi masyarakat

Tabel 1V.1
Pemahaman Masyarakat Terkait
Pengelolaan dan Pengusahaan

Sarang Burung Walet Kelurahan
Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat,
Kabupaten Bengkalis Melalui Data

Kuisioner
No | Jawaban Jumlah | Presentase
Responden | Populasi | %
1 | Mengetahui | 3 0,03%
2 Tidak 12 0,08%
Mengetahui
Jumlah 15 15%

Sumber Data: Olahan DatTahun 2021-
2022.

Berdasarkan tabel diatas,
peneliti memperolen data bahwa
sebanyak 3 responden mengetahui
adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006
tentang pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet
terkait izin usaha sarang burung
walet sementara 12 responden lagi
tidak mengetahui adanya Izin sarang
burung walet yang diatur di dalam
Peraturan Daerah kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006

tentang pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet.
Berdasarakan hasil wawancara yang
dilakukan penulis kepada Bapak Ar
untuk membuat izin atau
mendaftarkan izin di pegang atau
melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis sejak Tahun
2008 dan sampai saat ini belum ada
menerbitkan izin walet bahkan
membuat izin usaha sarang burung
walet di kelurahan tanjung kapal,
kecamatan rupat, kabupaten
bengkalis mulai Sejak dulu bahkan
keluarnya Peraturan Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021  Tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan turunan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021  Tentang Penyelenggaran
Perizinan Berusaha di Daerah sampai
sekarang ini.'*

untuk membuat izin berusaha

terutama izin usaha sarang burung
walet sudah mengunakan Peraturan
Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha di Daerah sudah sangat di
permudahkan dengan melengkapi
persayaratan dasar untuk membuat
Izin Sarang Burung Walet yaitu:
1. 1zin Lokasi
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Y Wawancara Dengan Bapak AR Bidang
Perizinan/Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ,
Hari Senin 21 Maret 2022, Pukul 10.00 Wib,
Bertempatan Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
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4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Sesudah melengkapi
persyaratan diatas maka terutama
mendaftar di Provinsi terlebih dahulu
melalui sistem eloktronik atau Online
Singgle Submssion (OSS) dan akan
mendapatkan Nomor Kontrol
Veteriner (NKV) merupakan
sertifikat sebagai bukti tertulis yang
sah telah dipenuhinya persyaratan
hygine sanitasi sebagai kelayakan
dasar jaminan keamanan pangan asal
hewan pada unit usaha pangan asal
hewan (Peraturan Menteri Pertanian
mentan Nomor 381/kpts/OT.
140/10/2005/) baru bisa
mendaftarkan ke Dinas Penanaman
Modal Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Bengkalis setelah
mendapatkan Nomor Kontrol
Verteriner (NKV) setelah itu di
terbitkan 1zin Usaha Sarang Burung
Walet di Dinas Penanaman Modal
Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten  Bengkalis melalui
melalui sistem eloktronik atau Online
Singgle Submssion (OSS) setelah itu
baru di lakukan pengawasan yang
dilakukan olen  Dinas Tanaman

Pangan Hortikulturan dan
perternakan Sesuai dengan
Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor

104/Kpts/Hk.140/M/ 2020 Tentang
Komoditas  Binaan Kementrian
Pertanian.

A.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan
pengendalian  dan  pengontrolan
secara umum diartikan sama yaitu
pengawasan. Adapun pengawasan
dan pengendalian dengan
pengawasan dalam manajemen harus
memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Mendukung sifat dan kebutuhan
kegiatan

2. Melaporkansetiap

penyimpangan

Mempunyai fisi kedepan

Obyektif, teliti, dan sesuai

standar yang digunakan

Luwes dan fleksibel

Sesuai dengan pola organisasi

Ekonomis

Mudah dimengerti

Diikuti dengan tindakan koreksi
Pengawasan merupakan suatu

proses untuk memastikan apakah

suatu program sesuai dengan apa

yang telah direncanakan, sesuai

dengan makna pengawasan. Konsep

pengawasan sebenarnya merupakan

bagian dari fungsi manajemen.

Pengawasan  merupakan  suatu

usaha.™

> w

©CoNo O

B. Faktor Hambatan Perizinan Usaha
Sarang Burung Walet di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis

Kinerja suatu organisasi sangat
dipengaruhi berbagai faktor yang
penanggalan (dating) dalam
organisasi (faktor internal) dan faktor
yang berasal dari luar organisasi
(faktor eksternal). Yuwono dkk
mengemukakan  pendapat  yang
berkaitan dengan konsep Kinerja
organisasi, bahwa kinerja organisasi
berhubungan  dengan  berbagai
aktifitas dalam rantai nilai (value
chain) yang ada pada organisasi.
Pengawasan menjadi penting karena
menyangkut pengawasan terhadap
penyelenggaran Pemerintahan
Daerah yang berhubungan langsung
dengan masyarakat, dalam hal ini
pengawasan terhadap  Peraturan

Y bid.
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Daerah. dengan Bapak ZF Bidang b. Kurangnya Kesadaran

Tata Lingkungan Hidup terkait c. Kurangnya pengetahuan
dalam izin lingkungan mengatakan tentang peraturan Kabupeten
sampai saat ini Dinas Lingkungan Bengkalis
Hidup Kabupaten Bengkalis belum C. Upaya Untuk Mengatasi
pernah melaksanakan pengawasan Hambatan Dalam Perizinan Usaha
sarang  burung walet bahkan Sarang  Burung  Walet di
mengeluarkan  izin  lingkungan Kelurahan Tanjung Kapal
karena tidak ada pengaaduan dari Kecamatan Rupat Kabupaten
masyrakat terkait lingkungan.*® Hasil Bengkalis
Wawancara dengan Bapak AM Dalam upaya untuk
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura meningkatkan  pengawasan  yang
dan Perternakan terkait dengan dilakukan oleh Dinas  terhadap
Pengawasan usaha sarang burung pengawasan Pengelolaan dan
walet Dinas Tanaman Pangan pengusahaan sarang burung walet
Hortikultura dan perternakan terkait perizinan di  Kelurahan
sebagai pengawasan saat ini belum Tnajung Kapal Kecamatan Rupat
ada untuk melakukan sosialisasi, Kabupaten Bengkalis agar berjalan
masih direncanakan untuk dengan secara maksimal perlu
kedepannya dan kemjauan meningkatkan upaya yang dilakukan
kedepannya. '’ Ada beberapa hal petugas pengawasan dalam
yang menjadi faktor penghambat mengatasi faktor penghambat yang
dalam pengawasan perizinan ada di Kelurahan Tanjung Kapal
pengusahaan  dan  penangkaran Kecamatan Rupat Kabupaten
sarang burung walet antara lain; *® Bengkalis. upaya peningkatan
1. Faktor Internal sumber daya manusia (SDM)
a. Kurangnya Sumber Daya Dengan adanya peningkatan sumber
Manusia (SDM) daya sebagai modal dasar bagi
b. Kurangnya Sosialisasi pembangunan dan kemajuan.
c. KurangnyaPersonil Sumber daya manusia sangat di
Pengawasan butuhkan untuk personil dalam
d. Lokasi berbeda Pulau pengawasan yang benar-benar dalam
2. Faktor Eksternal pengendalian usaha sarang burung
a. Kurangnya kerja sama pelaku walet.
usaha BAB IV

'® Wawancara Dengan Bapak ZF Bidang Tata PENUTUP

Lingkungan Kabupaten Bengaklis, Hari Selasa

Tanggal 22 Maret 2022, Pukul 9.00 Wi, A. Kesimpulan

Bertempatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 1. Implementasi  Perizinan  Usaha
Bengkali. Sarang Burung Walet di Kelurahan
17 .

Wawancara Dengan Bapak AM Dinas Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perternakan, Hari Kab B kali dal
Selasa 22 Maret 2022, Pukul 11. 00 Wib Bertempat ) abupaten ) eng ans alam
Di Dinas Taanaman Pangan Hortikultura Dan implementasi perizinan usaha sarang
Perternakan Kabupaten Bengkalis. burung walet belum berjalan dengan

18 P
Jum Anggriani, Pelaksanaan Pengawasan : ; :
Terhadap Peraturan Daerah, Universitas Tama baik bahkan di kelurahan Tanjung

Jakarta, Jakarta, 2011, HIm.3 Kapal kecamatan Rupat Kabupaten
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Bengkalis  belum ada  yang
mempunyai izin.

Faktor hambatan perizinan usaha
sarang burung walet di kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis adalah
perizinan usaha sarang burung walet
meliputi faktor internal, kurangnya
sumber daya manusia (SDM).
mengatasi hambatan dalam
perizinan usaha sarang burung
Walet di Kelurahan Tanjung Kapal
Kecamatan ~ Rupat  Kabupaten
Bengkalis upaya yang Dinas
lakukan saat ini belum ada untuk
kemajuan  tetapi  direncanakan
kedepannya.

B. Saran
1. Diperlukan Sosialisasi  terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet
terutama di Kelurahan Tanjung
Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten
Bengkalis. supaya masyarakat dapat
memahami dari isi Peraturan Daerah
tersebut untuk mengetahui bahwa
ada  Peraturan  Daerah  yang
mengatur terkait izin usaha sarang
burung walet dan adanya sanksi
administrasi.

2. Pengawasan Peraturan Daerah

terhadap kegiatan pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet
terutama terkait izin usaha sarang
burung walet, pengawasan harus
dilakukan  supaya tidak ada
penyelewengan-penyelewengan yang
tidak bertangung jawab maka dari itu
peran dari pengawasan sangat di
butuhkan dan meningkatkan sumber
daya manusia  (SDM) dan

mengkhususkan petugas untuk turun
kelapangan melihat langsung ke
lapangan supaya berjalan dengan
baik dan memerlukan penambahan
personil.

3. Untuk para pengusahaan sarang

burung walet di Kelurahan Tanjung

Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten

Bengkalis mau yang mengurus izin

usaha atau tidak mengurus izin

usaha sarang burung walet agar
mengurus izin usaha sarang burung
walet dan melengkapi persayratan
yang sudah ditetapkan di dalam

Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan dan

Pengusahaan sarang burung walet,

jika tidak akan mendapatkan sanksi

administrasi maupun pidana.

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan dan

Pengusahaan harus di perbaharui

dikerenakan di dalam Pasal 10 pada

Ayat 2 untuk mendapatkan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat 1

pasal ini,  pengusaha  yang

bersangkutan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada

Kepala Daerah Melalui Dinas

Kehutanan Kabupaten Bengkalis

dengan Melampirkan

a. lzin mendirikan Bangunan

b. lzin Undang-undang Gangguan
(HO)

c. Pertimbangan teknis dari Dinas
Kehutanan  dan  Perkebunan
Kabupaten Bengkalis

d. Pertimbangan teknis dari Badan

pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah
(BAPEDALDA)

Sudah banyak yang berubah
karena bukan lagi Dinas Kehutanan
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melainkan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkalis dan
terkait Pengawasan bukan lagi di
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
tetapi di Dinas Tanaman Pangan
Hortikulturan dan Perternakan maka
dari itu Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet
perlu di perbaharui. ,
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Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor
104/Kpts/Hk.140/M/2020  Tentang
Komoditas Binaan = Kementrian
Pertanian

Peraturan Peme rintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaran Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
71 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Pengelolaan Dan  Pengusahaan
Sarang Burung Walet

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha
di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.
7 Tahun 2006 Kabupaten Bengkalis
Tentang Perizinan Pengelola dan
Pegusahaan Sarang Burung Walet.

E.Website

https://Camatrupat.Bengkalis.go.id/Web/Sta
tis/Tanjung-Kapal/3,Tanggal,19

Mei, 2022.

Http:/Www.Dpmptsp.Bengkaliskab.Go.ld,
Tanggal 22 Mei, 2022.

www.dlhk.bengkalis.go.id, diaskses,
tanggal 25 Mei, 2022.

www.http//hortikultura,perternakan,bengkal
iS.go.id.

htttp://ppid.bengkaliskab.go.id, akses,
tanggal 30 mei
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